
SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

2020 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31/HK.03.1-

Kpt/52/Prov/III/2020 TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemeritah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang 
Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara 
Barat adalah:  
UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 

Tentang Pokok­ Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 

169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); UU Nomor 17 Tahun 2003; 

UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; 

PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP 

Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012; 

Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan 

KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU 

Nomor: 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014. 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini 

diatur tentang:  

Satuan Tugas Penyelenggara SPIP Pemerintah di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
 

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 
18 Maret 2020. 

- Lampiran 2 Halaman. 
 


